Menimbang:

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 26 /PBI/2008
TENTANG

FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK

BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa berhubung telah terjadi krissgiangan secara
global yang mempengaruhi perekonomian nasional,
diperlukan upaya untuk mengantisipasi terjadinyskoi
likuiditas dan menjaga kepercayaan masyarakat dapa
perbankan;
bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko
likuiditas bank wajib menerapkan manajemen risiko;
bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan perlu diberikan akses bagi Bang
mengalami kesulitan likuiditas untuk memperolehilkas
Pendanaan Jangka Pendek;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu diagumnbali
peraturan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka KPende

bagi Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:...



-2-

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992atemtPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor. 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 4901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundae:
1. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indanegbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia

2. Bank...
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Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalagarignUndang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkatadieibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukayiaten usaha
secara konvensional.

Giro Wajib Minimum rupiah yang selanjutnya dise®\WM adalah GWM
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesagemai GWM
rupiah.

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang selangissfaut FPJP, adalah
fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Barikk mengatasi
kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialamBalek

Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadagndigami Bank
yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masulg yahih kecil
dibandingkan dengan arus dana keludisifiatch) dalam Rupiah sehingga
Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah.

Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnysedut SBI adalah surat
berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkeah 8ank Indonesia
sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang untuk sei#mja disebut SBIS
adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syaeigdinigka waktu pendek
dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Badkmesia.

Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya diseluil Sdalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam uaag Rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bumgapdkoknya oleh

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan mas&kbeyla.
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Surat Berharga Syariah Negara yang untuk selargutisebut SBSN atau
dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berhaggagang diterbitkan

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atambgmenyertaan terhadap
aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupuravasing.

Aset kredit adalah kredit sebagaimana diatur daletentuan Bank

Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bamikuuh.

BAB I
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJP

Pasal 2

Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka eRemthpat
memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan selaagadiatur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.

Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajimilikie rasio

kewajiban penyediaan modal minimuroagital adequacy ratio) paling

kurang 8% (delapan persen).

Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jurkédutuhan likuiditas
sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan tkateryang
berlaku

Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan Bankk umemenuhi
kewajiban GWM.

Pasal 3

FPJP wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yangubditas tinggi yang

nilainya memadai sebagaimana diatur dalam PeraBeahk Indonesia ini.

Pasal 4...
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Pasal 4

(1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimakdaldm Pasal 3

(2)

3)

berupa:

a. Surat berharga;

b. Aset Kredit;

Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pad@ apatuf a:

a. Surat berharga yang diterbitkan oleh PemerintahuBlépIndonesia
atau Bank Indonesia yang meliputi SUN, SBSN, SBdn dSBI
Syariah; dan atau

b. Surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukummya yang pada

saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling rkyirperingkat
investasi (nvestment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka

waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilaahguhari.

Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sébaga dimaksud pada

ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagaikug:

a.
b.

Kolektibilitas lancar selama 12 (dua belas) butarakhir;

Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit p&am rumah
(KPR);

Kredit dijamin dengan agunan yang memiliki nilailipg kurang
110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit;

Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;

Kredit belum pernah direstrukturisasi;

Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepéida) bulan dari
saat persetujuan FPJP;

Baki debet Qutstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit dan

batas maksimum pemberian kredit; dan

h. Memiliki ...
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Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunamgamempunyai
kekuatan hukum.

(4) Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayauf@) i hanya dapat

()

(1)

digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal:

a.

Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana kismd pada
ayat (2) huruf a; atau
Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksadh myat (2)

huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agUurRaP.

Aset kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)f Hurbanya dapat

digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal Bank tigakiliki surat

berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh kBadak mencukupi

untuk menjadi agunan FPJP.

Pasal 5

Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJP a&@efamta dimaksud

dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

a.

Dalam hal agunan berupa SBI atau SBIS, nilai agutisetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP dédnting
berdasarkan nilai jual surat berharga tersebut;

Dalam hal agunan berupa SUN atau SBSN, nilai agurBAdP
ditetapkan sebesar 105% (seratus lima persenpldon FPJP yang
dihitung berdasarkan nilai pasar surat berhargeber.

Dalam hal agunan berupa surat berharga yang dikarboleh badan
hukum lainnya, nilai agunan FPJP ditetapkan sefr@gan jenis surat
berharga sebesar paling kurang 120% (seratus dumpelrsen) dari
plafon FPJP, yang dihitung berdasarkan nilai psseat berharga.

d. Dalam...
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d. Dalam hal agunan berupa aset kredit, nilai agunBdPFtersebut
ditetapkan paling kurang 150% (seratus lima pulets@n) dari plafon
FPJP, yang dihitung berdasarkan baki detigistanding) aset kredit.

Ketentuan mengenai nilai jual dan nilai pasar seivagna tersebut pada

ayat (1) huruf a dan huruf b akan diatur lebih dargalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

Pasal 6

Agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41aylaérus bebas
dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidd&regy dijaminkan kepada
pihak lain dan atau Bank Indonesia, yang dinyatakiam surat

pernyataan Bank kepada Bank Indonesia.

Bank yang telah memperoleh FPJP dilarang untuk regogbelikan

dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yangihndalam status
sebagai jaminan agunan FPJP.

Bank wajib mengganti dan/atau menambah agunan RpaBila tidak

memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud paga (1), dan

ayat (2).

Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan BBgdRra berkala yang
penentuan periode penilaiannya diatur lebih lamjalam Surat Edaran
Bank Indonesia.

Dalam hal terjadi penurunan nilai agunan FPJP aet@ilakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau tenpahiurunan

kolektibilitas aset kredit yang diagunkan sebagasnaimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3), Bank wajib menambah dan atau gaeigangunan FPJP.

(6) Untuk...
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Untuk keperluan perpanjangan FPJP, Bank dapat merkan kembali

aset yang sedang menjadi agunan FPJP.

Pasal 7

Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam4agal (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan gdakub
Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan Bafausahakan
oleh Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai bentuk pengikatan agunan akamrdebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan pernayhsacara tertulis

kepada Bank Indonesia.

Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayagj{th)dilengkapi

dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Surat pernyataan Bank yang menyatakan bahwa Bamlgatseni
kesulitan likuiditas;

b. Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas;

c. Daftar aset yang menjadi agunan beserta dokumedugang;

d. Surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadaadg-PJP tidak
sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibaws#han, tidak
tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, darenuhi seluruh

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
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e. Surat kesanggupan Bank untuk membayar segala keamajerkait
FPJP pada saat jatuh tempo.

Bank wajib meyakini kebenaran data dan dokumen ydisgmpaikan

termasuk namun tidak terbatas pada kualitas krddit agunan yang

menyertainya.

Tata cara permohonan FPJP sebagaimana dimaksudapad#l) diatur

lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FP3Baetana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan apabila:

a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJP;

b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen pemao
FPJP;

c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakdmwbaBank tidak
dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perki@as kas
selama 14 hari kedepan.

Persetujuan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pagat (1)

dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJP antan& Bidonesia dengan

Bank penerima FPJP.

Perjanjian pemberian FPJP sebagaimana dimaksudayatld2) dilampiri

dengan perjanjian pengikatan agunan FPJP.

Realisasi pemberian FPJP oleh Bank Indonesia diakunelalui rekening

giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Inslane

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemioeR®JP diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10Q..
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Pasal 10

Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJP setmgadimaksud dalam
Pasal 8 yang tidak sesuai dengan ketentuan, tatdearpersyaratan yang diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11

(1) Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 (empad)oedai.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (Bt diperpanjang
secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJAWeban paling lama

90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 12

Perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalamlRasght (2) hanya dapat

dilakukan apabila:

a. Bunga atas FPJP yang jatuh tempo dilunasi terlgdinulu;

b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasapemkiraan arus
kas selama 14 hari kedepan;

c. Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyarataragaghana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

Dalam rangka perpanjangan FPJP sebagaimana dimakslach Pasal 11
ayat (2), Bank dapat mengajukan tambahan nilai BR#g dibutuhkan untuk
menutupi kewajiban yang tidak dapat diselesaikankBsbagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:

a. Agunan..
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Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyarataragaghana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
Penggunaan FPJP belum melampaui 90 (Sembilan philat)berturut-

turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB Il
PERHITUNGAN BUNGA
Pasal 14

Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada Btaw raalisasi
penggunaan FPJP.

Tingkat suku bunga FPJP sebagaimana dimaksud pgta(B) adalah
sebesar Bl rate ditambah dengan 100 basis poin.

Tingkat suku bunga FPJP sebagaimana dimaksud pgata(2) dapat
diubah oleh Bank Indonesia yang penetapannya ditakwlengan Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN
Pasal 15

Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebkening giro
Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesi@ssebnilai FPJP
ditambah bunga FPJP.

Dalam hal FPJP jatuh tempo dan saldo giro RupiamkBgang
bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi kuntoembayar

pokok dan bunga FPJP dan Bank tidak lagi memmgrersyaratan untuk

memperoleh..
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memperoleh perpanjangan FPJP maka Bank Indonesikkukan
eksekusi agunan FPJP.

Bank Indonesia tetap mengenakan biaya bunga sadegpajan eksekusi
agunan selesai dilaksanakan.

Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimanakiod pada ayat (2)
lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok danda FPJP yang harus
dilunasi oleh Bank maka Bank wajib membayar kekgammya kepada
Bank Indonesia.

Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimanaakiod pada ayat (2)
lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok damgéd FPJP yang
harus dilunasi oleh Bank maka Bank Indonesia mebgékan kelebihan

tersebut kepada Bank.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 16

Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikemedial action plan)
untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambdiari setelah pencairan
FPJP.

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indanesengenai
penggunaan FPJP dan kondisi likuiditas Bank pati@psakhir hari kerja.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJP, IBdokesia dapat

melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang bersargkut
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BAB VI
BIAYA PEMBERIAN FPJP
Pasal 18

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikpé&gjanjian, pengikatan
dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkibul dalam rangka

pemberian FPJP menjadi beban Bank.

BAB VIl
SANKSI
Pasal 19

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJP dan/atau melakybkelanggaran atas

ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/fa¢rdasarkan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud Pasal 17 diketahui adanyanmesnygan penggunaan

FPJP, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertdan

b. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pa@alyat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antawrebk&mupa teguran
tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiakéinng, pembekuan

kegiatan usaha tertentu dan atau pemberhentianuRenBank.

Pasal 20

Apabila Pengurus Bank, Pemegang Saham Pengendalpejabat eksekutif
Bank dengan sengaja tidak melaksanakan |aAigkekah yang diperlukan

Untuk ...
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untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentwdaimd Peraturan Bank
Indonesia ini dan atau memberikan keterangan ad&unden yang diwajibkan

dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidakbheelain dikenakan sanksi
sebagaimana pada Pasal 19 dikenakan juga sankgjasetana dimaksud pada
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentanigaRkan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah@8.19

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalaomatS Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini rRgkaturan Bank Indonesia
Nomor 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tent&agilitas Pendanaan
Jangka Pendek Bagi Bank Umum sebagaimana telalaldidbngan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 tanggal 3 AgsisB®05 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan dan berlaku
surut sejak tanggal 29 Oktober 2008.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagngan Peraturan Bank
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaragard Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMORL60
DPNP/DPM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 26 /PBI1/2008
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
BAGI BANK UMUM

l. UuMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangssaaj ini berimbas
pada berbagai negara termasuk Indonesia. Habtdrsecara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem kgamanindonesia termasuk
sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan globatelbert adalah
meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhaw#pms perbankan yang
dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya rikk@a masyarakat dalam
menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan maggarmerupakan salah satu
prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakaters perbankan yang
stabil.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Idigar langkah-
langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadingskai likuiditas dan upaya
untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnbarbna

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditaar& wajib menerapkan

manajemen risiko yang efektif dan memadai.

Berdasarkan..



-2-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ngnt@ank
Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan PamaRemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonesipatd memberikan
kredit kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pesmalanangka pendek yang
dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi tesukaset kredit kolektibilitas
lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonemayediakan fasilitas
pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendgagka pendek kepada

Bank dengan maksud agar kelangsungan kegiatan Bsaikaedapat terpelihara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digan adalah
berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Ayat (3)
Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditasasiétkan pada
proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalenderdgad.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kewajiban GWM adalah berdasark

perhitungan Bank Indonesia.

Pasal 3...



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Surat Berharga yang diterbitideh
badan hukum lainnya adalah obligasi korporasi bgéing
konvensional maupun yang syariah.
Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian dgab
pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaindiatur
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaganegkat
dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
Ayat (3)

Huruf a

Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar seliagaa diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaiaalitiss

Aktiva Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agunan dari kredit yang dijaminkan diprioritaskarulea dari

agunan yang paling likuid.

Penilaian...
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Penilaian agunan dilakukan sesuai ketentuan Badknksia
mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, tesuia
namun tidak terbatas pada batasan kredit yang agyaaharus
dinilai oleh penilai independen, kriteria peniladependen, dan
waktu dilakukannya penilaian.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihakkater
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiyemai
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
Huruf e
Restrukturisasi dimaksud dilakukan terhadap debiyang
mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bknegki.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Batas maksimum pemberian kredit mengacu pada ketent
Bank Indonesia yang mengatur mengenai BMPK Banktdmu
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Apabila Bank memiliki surat berharga sebagaimainaakisud pada
ayat (2) namun nilainya tidak mencukupi untuk mdnggunan FPJP
maka Bank dapat menggunakan aset kredit untuk mmiegia

kekurangan nilai agunan.

Pasal 5...



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penggantian atau penambahan agunan FPJP dimaksagi&a nilai
aset agunan FPJP sesuai dengan ketentuan Pasal 5.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undargan yerlaku
antara lain adalah peraturan yang mengatur gaalaffiatusia.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen atas aset ryemgadi
agunan FPJP antara lain perjanjian kredit antarak Bdengan
nasabah, bukti pengikatan agunan dan bukti keganilatas aset
yang menjadi agunan kredit Bank.

Ayat (3) ...



Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antaraatafah
perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dganpan
pengikatan agunan atas kredit tersebut dan dokuanen/ang
dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan
sebagaimana dalam Pasal 4.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9...



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah kalender.
Apabila saat jatuh tempo FPJP bertepatan padaSadotiu, Minggu
atau hari libur, maka saat jatuh tempo FPJP adadala hari kerja
berikutnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJP, agaman telah
diagunkan Bank untuk menjamin FPJP yang diterimankBa
sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bankuperényesuaikan

jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin pgpgan FPJP.

Pasal 13..



Pasal 13
Tambahan nilai FPJP yang diajukan akan diakumudasierhadap nilai
FPJP yang belum dilunasi.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Bl rate adalah suku bunggakeb yang
ditetapkan Bank Indonesia secara periodik sebsiggal kebijakan
moneter untuk jangka waktu tertentu serta diumuniegada publik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah berakhjamgka waktu
FPJP dan tidak terdapat perpanjangan atas FR#Rslid.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16..



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FPJP ddakikan pada
periode diterimanya atau setelah jatuh tempo FPJP.

Pasal 18
Yang dimaksud biaya dalam pasal ini antara laidaddiaiaya notaris untuk
pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan dakamgka pemberian
FPJP serta biaya-biaya lainnya yang timbul karé&salaisi agunan FPJP.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.
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